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WALIKOTABONTANG

PROVINSIKALIMANTANTIMUR

RANCANGAN

PERATURANWALIKOTAKOTABONTANG

NOMOR…TAHUN...

TENTANG

PEDOMANPELAKSANANPENGARUSUTAMAANGENDERDALAM

PEMBANGUNANDAERAH

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABONTANG,

Menimbang: a.bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan

keadilan gender, perlu melakukan strategi

pengarusutamaangenderdalam pembangunan,pelayanan

masyarakatdanpenyelenggaraanpemerintahandaerah;

b.bahwastrategipengarusutamaangenderdilakukanmelalui

penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan,

pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi

terhadap kebijakan,program dankegiatan yang responsif

gender;

c.bahwauntukmengoptimalkanpelaksanaanpengarusutaman

gender, perlu mengatur pelaksanaan pengarusutaman

genderdalam pembangunandaerah;

d.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud

dalam hurufa,hurufb danhurufc,perlumenetapkan

Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanan

PengarusutamaanGenderdalam PembangunanDaerah;

Mengingat: 1.Pasal18Ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik

IndonesiaTahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan,Kabupaten Malinau,

KabupatenKutaiBarat,KabupatenKutaiTimurdanKota
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Bontang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1999

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor3839)sebagaimanatelahdiubahdengan

Undang-UndangNomor7Tahun2000tentangPerubahan

Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan,Kabupaten Malinau,

KabupatenKutaiBarat,KabupatenKutaiTimurdanKota

Bontang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2000

Nomor74,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia

Nomor3962);

3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2014 Nomor244,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor5587)sebagaimana

telahdiubahbeberapakaliterakhirdenganUndang-undang

Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor58,Tambahan Lembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM

PEMBANGUNANDAERAH.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam PeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan:

1. DaerahadalahKotaBontang.

2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagaiunsurpenyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahanyangmenjadikewenangandaerahotonom KotaBontang.
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3. WaliKotaadalahWaliKotaBontang.

4. PerangkatDaerah adalah unsurpembantu WaliKota dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahanyangmenjadikewenanganDaerah.

5. Genderadalahkonsepyangmengacupadapembedaanperan,fungsi

dantanggungjawablaki-lakidanperempuanyangterjadiakibatdari

dandapatberubaholehkeadaansosialdanbudayamasyarakat.

6. Pengarusutamaan GenderdiDaerah yang selanjutnya disebutPUG

adalahstrategiyangdibangununtukmengintegrasikangendermenjadi

lakidanperempuan.

7. AnalisisGenderadalahprosesanalisisdatagendersecarasistematis

tentangkondisilaki-lakidanperempuankhususnyaberkaitandengan

tingkatakses,partisipasi,kontroldanperolehanmanfaatdalam proses

pembangunan untuk mengungkapkan akarpermasalahan terjadinya

ketimpangankedudukan,fungsi,perandantanggungjawabantaralaki-

lakidanperempuan.

8. PerencanaanResponsifGenderyangselanjutnyadisingkatPRGadalah

perencanaanuntukmencapaikesetaraandankeadilangender,yang

dilakukan melaluipengintegrasian pengalaman,aspirasi,kebutuhan,

potensi,danpenyelesaianpermasalahanperempuandanlaki-laki.

9. AnggaranResponsifGenderyangselanjutnyadisingkatARG adalah

anggaranyang responterhadap kebutuhanperempuandanlaki-laki

yangtujuannyauntukmewujudkankesetaraandankeadilangender.

10. GenderBudgetStatementyang selanjutnya disingkatGBS adalah

dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah

responsifgenderterhadapisugenderyangada,dan/atausuatubiaya

telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani

permasalahankesenjangangender.

11. Kelompok Kerja Pengarustamaan Genderyang selanjutnya disebut

PokjaPUG adalahwadahkonsultasibagipelaksanadanpenggerak

pengarustamaangenderdariberbagaiinstansi/lembagadiDaerah.

12. Pegawaiadalahpegawainegerisipildantenagakontrakdaerah.

13. FocalPoint PUG adalah Pegawaipada Perangkat Daerah yang

mempunyaikemampuanuntukmelakukanpengarusutamaangenderdi

unitkerjanyamasing-masing.
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Pasal2

PUGdalam pembangunanDaerahbertujuanuntuk:

a. memberikanpedomanbagiPerangkatDaerahdalam menyusunstrategi

pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan,

pelaksanaan,penganggaran,pemantauandanevaluasiataskebijakan,

program dankegiatanpembangunandiDaerah;

b. mewujudkan perencanaan responsifgendermelaluipengintegrasian

pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian

permasalahanlaki-lakidanperempuan;

c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan

berkeluarga,berbangsadanbernegara;

d. mewujudkanpengelolaananggaranDaerahyangresponsifgender;

e. meningkatkankesetaraandankeadilandalam kedudukan,peranan,dan

tanggungjawablaki-lakidanperempuansebagaiinsandansumber

dayapembangunan;dan

f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani

pemberdayaanperempuan.

Pasal3

RuangLingkupPeraturanWaliKotainimeliputi:

a. kelembagaan;

b. perencanaan;

c. pelaksanaan;

d. pelaporan;

e. pemantauandanevaluasi;dan

f. pembiayaan.

BABII

KELEMBAGAAN

BagianKesatu

Umum

Pasal4

(1) Pemerintah Daerah berwenang membentuk kelembagaan PUG di

Daerah.

(2) KelembagaanPUGsebagaimanadimaksudpadaayat(1) merupakan

lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung
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percepatanpencapaiankesetaraandankeadilanGender.

(3) KelembagaanPUGsebagaimanadimaksudayat(1)terdiriatas:

a.PokjaPUG;

b.tim teknisPokjaPUG;

c.FocalPointPUG;dan

d.sekretariat.

BagianKedua

PokjaPUG

Pasal5

(1) PembentukanPokjaPUGsebagaimanadimaksuddalam Pasal5ayat(3)

hurufaditetapkandenganKeputusanWaliKota.

(2) SusunankeanggotaanPokjaPUGsebagaimanadimaksudpadaayat(1)

terdiriatas:

a. KepalaPerangkatDaerahyangmembidangiperencanaanselaku

ketua;

b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan

perempuanselakukepalasekretariat;dan

c. Seluruhkepala/pimpinanPerangkatDaerahselakuanggota.

(3) PokjaPUGsebagaimanadimaksudpadaayat(1)mempunyaitugas:

a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada Perangkat

Daerah;

b. melaksanakansosialisasidanadvokasiPUG kepadacamatdan

lurah;

c. menyusunprogram kerjasetiaptahun;

d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang

responsifgender;

e. menyusunrencanakerjaPokjaPUGsetiaptahun;

f. bertanggungjawabkepadaWaliKotamelaluiSekretarisDaerah;

g. merumuskanrekomendasikebijakankepadaWaliKota;

h. menyusunprofilGender;

i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG dimasing-masing

instansi;

j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap

anggaranDaerah;

k. menyusunrencanaaksiDaerahPUG;dan
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l. mendorong pelaksanaan pemilihan dan penetapan FocalPoint

padaPerangkatDaerah.

BagianKetiga

Tim TeknisPUG

Pasal6

(1) PembentukanTim TeknisPokjaPUG sebagaimanadimaksuddalam

Pasalayat(3)hurufbditetapkandenganKeputusanKepalaPerangkat

Daerahyangmembidangiperencanaan.

(2) Keanggotaan Tim Teknis Pokja PUG terdiriatas Pegawaiyang

memahamianalisisanggaranyangresponsifgender.

(3) KeanggotaanTim TeknisPokjaPUGmerupakanpejabatataustafyang

diusulkanolehkepala:

a.PerangkatDaerahyangmembidangiperencanaan;

b.PerangkatDaerahyangmembidangipemberdayaanperempuan;

c.PerangkatDaerahyangmembidangipengawasan;

d.PerangkatDaerahyangmembidangipengelolaankeuangan;dan

e.PerangkatDaerahlainberdasarkanpertimbanganPokjaPUG.

(4) Tim TeknisPUG sebagaimanadimaksud padaayat(1)mempunyai

tugas:

a.menelaah dan melakukan analisisgenderterhadap perencanaan

pembangunanDaerah;

b.menelaahdanmelakukananalisisterhadapanggaranDaerah;

c.melakukanadvokasiPUG;

d.menyiapkanrancangankebijakanimplementasiPUG;

e.menyiapkanimplementasistrategiPUG;

f. melakukanmonitoringdanevaluasiimplementasiPUG;dan

g.menyiapkanbahanpelaporanPokjaPUG.

(5) Dalam melaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat(4)Tim

TeknisPUGbertanggungjawabkepadaPokjaPUG.

BagianKeempat

FocalPointPUG

Pasal7

(1) FocalPointPUGsebagaimanadimaksuddalam Pasal5ayat(3)hurufc
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dipilihdanditetapkandenganKeputusanKepalaPerangkatDaerah.

(2) FocalPointPUG padasetiapPerangkatDaerahterdiriataspejabat

dan/ataustafyangmembidangitugasperencanaandan/atauprogram.

(3) FocalPointPUG sebagaimanadimaksudpadaayat(1)mempunyai

tugas:

a. mempromosikanPUGpadaunitkerja;

b. memfasilitasipenyusunan Rencana Kerja dan penganggaran

PerangkatDaerahyangrensponsifGender;

c. melaksanakanpelatihansosialisasi,advokasiPUGkepadaseluruh

pejabatdanstafdilingkunganunitkerjamasing-masing;

d. melaporkanpelaksanaanPUGkepadapimpinanPerangkatDaerah;

e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan,

program dankegiatanpadaunitkerja;dan

f. memfasilitasipenyusunanprofilgenderpadaPerangkatDaerah.

BagianKelima

Sekretariat

Pasal8

(1) Sekretariatsebagaimanadimaksuddalam PasalPasal5ayat(3)huruf

dberkedudukandiPerangkatDaerahyangmembidangipemberdayaan

perempuan.

(2) Sekretariatsebagaimanadimaksudpadaayat(1)bertugasmembantu

PokjaPUG.

BABIII

PERENCANAANDANPENGANGGARANRESPONSIFGENDER

Pasal9

(1) Pemerintah Daerah menyusun PRG yang dintegrasikan dengan

dokumenperencanaanDaerahmeliputi:

a. RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah;

b. RencanaKerjaPemerintahDaerah;

c. RencanaStrategisPerangkatDaerah;dan

d. RencaanKerjaPerangkatDaerah.

(2) PRGsebagaimanadimaksudpadaayat(2)dijabarkandalam ARGyang

dintegrasikan dengan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan

PrioritasPlafonAnggaranSementara,RencanaKegiatanAnggarandan
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DokumenPelaksanaanAnggaran.

(3) Penyusunan PRG dan ARG sebagiamana dimaksud pada ayat(1)

dilakukanmelaluianalisisgender.

(4) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

menggunakanmetodealurkerjaGender(genderanalysisPathway)atau

metodeanalisislain.

(5) PerangkatDaerahdalam melaksanakananalisisGendersebagaimana

dimaksudpadaayat(3)dapatbekerjasamadenganlembagaperguruan

tinggiataupihaklainyangmemilikikapabilitasdibidangnya.

(6) Kerjasamasebagaimanadimaksudpadaayat(5)dilakukansesuai

denganketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal10

(1) HasilAnalisisGendersebagaimanadimaksuddalam Pasal9ayat(4)

dituangkandalam penyusunanGBS.

(2) HasilAnalisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadidasar

PerangkatDaerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan

merupakanbagianyangtakterpisahkandaridokumenRencanaKerja

AnggaranatauDokumenPelaksanaanAnggaran.

Pasal11

(1) PerangkatDaerahyangmembidangiperencanaanbertanggungjawab

mengoordinasikanpenyusunanPRGdanARGdenganmelibatkan:

a. PerangkatDaerahyangmembidangipemberdayaanperempuan;

b. PerangkatDaerahyangmembidangipengawasan;dan

c. PerangkatDaerahyangmembidangipengelolaankeuangan.

(2) Penyusunan PRG dan ARG mengutamakan program prioritas

pembangunan Daerah yang mendukung pencapian prioritas

pembangunannasional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Perencanaan

PenganggaranResponsifGenderpadaPerangkatDaerahditetapkan

olehPerangkatDaerahyangmembidangipemberdayaanperempuan.

BABIV
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PELAKSANAAN

Pasal12

(1) WaliKota bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengarusutamaan

GenderdiDaerah.

(2) Dalam melaksanakantanggungjawabsebagaimanadimaksudpada

ayat(1),WaliKotamenetapkanPerangkatDaerahyangmembidangi

pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan

PengarusutamaanGenderdiDaerah.

Pasal13

PelaksanaanPUGharusmemperhatikanalurkerjaGender(genderanalysis

Pathway),BGS,danrencanakerjaanggaran/dokumenpelaksanaananggaran

yangsalingberkaitan.

BABVI

PELAPORAN

Pasal14

(1) Kepala PerangkatDaerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG

kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi

perencanaan.

(2) PerangkatDaerahyang membidangiperencanaanmelakukankajian

terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

menyampaikankepadaPerangkatDaerahbersangkutandalam bentuk

tanggapan.

(3) Seluruh laporan PUG pada Perangkat Daerah dan hasil kajian

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2)disampaikankepada

WaliKota.

(4) WaliKotamenyampaikanlaporanpelaksanaanPUGkepadaGubernur

secaraberkalasetiap6(enam)bulan.

(5) Laporansebagaimanadimaksudpadaayat(4)meliputi:

a. Pelaksanaanprogram dankegiatan;

b. instansiyangterlibatdalam pelaksanaankegiatan;

c. sasarankegiatan;

d. penggunaananggaran;
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e. permasalahanyangdihadapi;dan

f. upayayangtelahdilakukan.

BABVI

PEMANTAUANDANEVALUASI

Pasal15

(1) WaliKotamelakukanpemantauandanevaluasipelaksanaanPUG.

(2) Pemantauan dan evaluasidilakukan pada setiap PerangkatDaerah

secaraberjenjang.

(3) Pemantauandanevaluasidilakukansebelum diadakannyapenyusunan

program ataukegiatantahunberikutnya.

(4) PerangkatDaerahyangmembidangiperencanaanmelakukanevaluasi

secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan

rencanakerjaPerangkatDaerah.

(5) Pelaksanaan evaluasidapatdilakukan melaluikerja sama dengan

perguruantinggi,pusatstudiwanitaataulembagaswadayamasyarakat.

(6) HasilevaluasipelaksanaanPUG menjadibahanpertimbangandalam

penyusunankebijakanprogram dankegiatanberikutnya.

BABVII

PERANSERTAMASYARAKAT

Pasal16

(1) Pelaksanaan PUG dilaksanakan dengan melibatkan peran serta

masyarakat.

(2) Peransertamasyarakatsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dengan

melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan PUG yang

dilaksanakandiDaerah.

BABVIII

PEMBINAAN

Pasal17

(1) Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan

bertanggungjawabterhadappembinaanpenyelenggaraanPUG.

(2) Pembinaansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukanmelalui:
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a. penguatankapasitaskelembagaanmelaluipelatihan,konsultasi,

advokasidankoordinasi;

b. peningkatankapasitasPokjaPUG,Tim TeknisPokjaPUG dan

FocalPoint;dan

c. penyusunanstrategipencapaiankinerja.

BABIX

PEMBIAYAAN

Pasal18

PembiayaanpelaksanaanPUGbersumberdari:

a. anggaranpendapatandanbelanjaDaerah;dan/atau

b. sumberdana lain yang sah sesuaidengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BABVI

KETENTUANPENUTUP

Pasal19

PeraturanWaliKotainimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturan

Daerahinidenganpenempatannyadalam LembaranDaerahKotaBontang.

DitetapkandiBontang

padatanggal…………..

WALIKOTABONTANG,

NENIMOERNIAENI
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DiundangkandiBontang

padatanggal…………..

SEKRETARISDAERAHKOTABONTANG,

AJIERLYNAWATI

BERITADAERAHKOTABONTANGTAHUN………NOMOR……


